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BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah
untuk melakukan transformasi tata kelola pemerintahan menuju
penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan
transparan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas
Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mewujudkan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendukung agenda
nasional Digital Government sebagaimana diarahkan dalam berbagai

kebijakan pemerintah pusat.

Pelaksanaan SPBE menjadi landasan penting dalam mendorong integrasi
proses bisnis pemerintahan, interoperabilitas data, serta peningkatan
kualitas layanan publik berbasis teknologi digital. Evaluasi Mandiri SPBE
dilaksanakan setiap tahun sebagai mekanisme internal untuk menilai
tingkat kematangan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkelanjutan sesuai

standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Selain itu, implementasi Pemerintahan Digital menjadi fokus utama dalam
mendukung transformasi digital daerah. Upaya ini meliputi pengembangan
aplikasi layanan publik, integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas
SDM, serta percepatan pemanfaatan infrastruktur digital. Tujuannya
adalah menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan

memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR
juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang
responsif dan partisipatif. Melalui sistem ini, masyarakat dapat

menyampaikan aspirasi, aduan, dan laporan secara langsung, sementara
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pemerintah berkewajiban memberikan tindak lanjut yang cepat dan tepat

sesuai standar pelayanan.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
modern, ketiga kegiatan ini—Evaluasi Mandiri SPBE, Implementasi
Pemerintahan Digital, dan Pengelolaan SP4N-LAPOR! menjadi satu
kesatuan strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif,

dan berbasis digital.
1.2 Dasar Hukum
A. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE), beserta perubahannya UU Nomor 19
Tahun 2016

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE
Nasional

5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait keamanan

informasi, pusat data, dan manajemen layanan TIK
B. Pemerintahan Digital

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan
Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional (SATU
DATA - SATU PORTAL - SATU IDENTITAS)

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia (SDI)
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Keputusan Menteri PANRB mengenai Hasil Evaluasi SPBE Nasional

setiap tahun

. Peta Jalan Sistem Pemerintahan Digital Indonesia (SPDI) 2021-2024

dan roadmap lanjutan

C. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Sp4N-
LAPOR!

1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 - menyebut
aplikasi umum di bidang pengelolaan pengaduan termasuk SP4N-

LAPOR.

1.3 Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri SPBE, Implementasi Pemerintahan

Digital, serta Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR bertujuan

untuk:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola SPBE

Menilai tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Mengukur kesesuaian penerapan SPBE dengan kebijakan, standar,
dan arsitektur SPBE nasional.

Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penguatan kebijakan,

tata kelola, layanan, dan infrastruktur SPBE.
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2. Mendukung Transformasi Menuju Pemerintahan Digital

e Mendorong implementasi layanan pemerintahan berbasis digital
secara terpadu, efektif, dan efisien.

e Mempercepat penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis
pemerintahan dan pelayanan publik.

e Mendukung pencapaian target penerapan Digital Government sesuai

roadmap nasional.
3. Mengoptimalkan Layanan Pengaduan Masyarakat

e Memastikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-
LAPOR berjalan efektif, transparan, dan responsif.

e Meningkatkan kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan,
sehingga membantu penyelesaian masalah pelayanan publik.

e Menguatkan mekanisme monitoring dan evaluasi pengelolaan

pengaduan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Lintas Perangkat Daerah

e Memperkuat kolaborasi antar-perangkat daerah dalam penyediaan
data, informasi, serta layanan elektronik.
e Mendukung interoperabilitas sistem dan sinkronisasi kebijakan SPBE

di seluruh unit kerja.
5. Menjadi Dasar Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Tahunan

e Menjadi rujukan dalam penyusunan program pengembangan SPBE
dan pemerintahan digital pada tahun berikutnya.
e Menyediakan data capaian dan rekomendasi strategis yang

dibutuhkan dalam pembangunan sektor komunikasi dan informatika.

1.4 Sasaran Strategis

A. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Laporan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan/Reviu Peta Rencana Arsitektur SPBE 4



Meningkatnya nilai indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan.
Terlaksananya pemutakhiran data dan asesmen mandiri SPBE
seluruh OPD.

Bertambahnya jumlah layanan pemerintahan yang terdigitalisasi dan

terintegrasi.

B. Pemerintahan Digital

o v oW

Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan
Terwujudnya interoperabilitas data dan aplikasi antar perangkat
daerah/instansi

Meningkatnya keamanan informasi dan keandalan infrastruktur TIK
Meningkatnya penerapan kebijakan berbasis data

Mempercepat adaptasi terhadap perkembangan teknologi

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Sp4N-
LAPOR!

Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses pengaduan
pelayanan publik

Meningkatkan kecepatan dan ketepatan serta kualitas tindak lanjut
penyelesaian pengaduan

Mengintegrasikan sistem pengaduan internal dengan SP4N-LAPOR
Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengaduan
Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengaduan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan

public

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SPBE
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Kegiatan ini mencakup proses penilaian mandiri terhadap
pemenuhan arsitektur, tata kelola, layanan, dan penerapan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Evaluasi Mandiri SPBE dilakukan untuk mengukur
tingkat kematangan, mengidentifikasi gap, serta merumuskan

rekomendasi peningkatan kualitas layanan digital pemerintah.
2. Pengimplementasian Pemerintahan Digital

Meliputi penerapan berbagai program dan aktivitas yang bertujuan
mempercepat transformasi digital pemerintahan, seperti
pembangunan aplikasi layanan publik, penerapan integrasi dan
interoperabilitas data, digitalisasi proses bisnis, serta penguatan
keamanan informasi. Implementasi Pemerintahan Digital diarahkan
untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, terukur,

dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pengelolaan Pengaduan melalui Kanal SP4N-LAPOR!
Kegiatan ini mencakup pengelolaan pengaduan masyarakat mulai
dari penerimaan, verifikasi, disposisi, tindak lanjut, hingga
penyelesaian pengaduan. Pemanfaatan SP4N-LAPOR! dilakukan
untuk memastikan bahwa setiap aduan masyarakat ditangani secara
cepat, tepat, dan terkoordinasi melalui kanal resmi nasional

pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

1.6 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling
mendukung untuk memastikan tercapainya tujuan serta tersusunnya
laporan yang komprehensif dan akuntabel. Metode pelaksanaan tersebut

meliputi:

1. Pengumpulan Data dan Dokumen
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Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh dokumen pendukung
SPBE, termasuk kebijakan, SOP, arsitektur SPBE, perencanaan,
aplikasi, dan laporan layanan.

Mengumpulkan data capaian implementasi pemerintahan digital dan
pemanfaatan layanan elektronik.

Menghimpun data pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR,

termasuk jumlah laporan, waktu tindak lanjut, dan penyelesaiannya.

2. Wawancara dan Koordinasi Teknis

Melakukan wawancara dengan perangkat daerah terkait untuk
memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan SPBE dan
pengelolaan pengaduan.

Mengadakan koordinasi teknis lintas OPD mengenai integrasi
aplikasi, penyediaan data, dan kebijakan pendukung SPBE.
Melakukan verifikasi langsung terhadap proses bisnis layanan digital

yang berjalan.

3. Observasi Lapangan dan Peninjauan Sistem

Melakukan pengamatan langsung pada unit kerja terkait untuk
memastikan kesesuaian penerapan SPBE dengan standar nasional.

Meninjau aplikasi dan sistem informasi yang digunakan, termasuk
fungsionalitas, @ keamanan, interoperabilitas, serta kesiapan

infrastrukturnya.

4. Analisis dan Penilaian

Melakukan penilaian mandiri menggunakan instrumen Evaluasi
Mandiri SPBE dari Kementerian PANRB.

Menganalisis ketercapaian target pemerintahan digital berdasarkan
indikator kinerja digitalisasi layanan.

Melakukan analisis kesesuaian pengelolaan pengaduan dengan

pedoman SP4N-LAPOR!.
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5. Rapat Konsultasi dan Validasi

e« Menyelenggarakan rapat internal untuk validasi data dan penentuan
nilai akhir evaluasi.

e Melakukan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk atasan,
koordinator, dan tim pengelola SPBE.

e« Melakukan finalisasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.
6. Penyusunan Laporan

e Menyusun laporan hasil evaluasi secara sistematis sesuai ruang
lingkup kegiatan.

e Menyertakan data, grafik, visualisasi, serta analisis capaian untuk
memperjelas hasil yang diperoleh.

e Menyusun kesimpulan, saran, dan rekomendasi sebagai dasar tindak

lanjut.
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BAB II. TARGET DAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Target Penilaian Mandiri SPBE

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan capaian Indeks SPBE
sebesar 4,725, yang menunjukkan komitmen untuk mencapai kategori
“Sangat Baik” sesuai standar nasional. Target ini menggambarkan upaya
penguatan tata kelola SPBE, peningkatan interoperabilitas layanan,
optimalisasi arsitektur SPBE, serta peningkatan kualitas layanan digital

kepada masyarakat.
2.2 Target Pengimplementasian Aplikasi Pemerintahan Digital

Sebagai bagian dari transformasi digital, ditargetkan bahwa seluruh
aplikasi layanan pemerintahan yang mendukung urusan wajib perangkat
daerah dapat diimplementasikan 100% pada tahun berjalan. Ini

mencakup:

Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai,

o Integrasi layanan digital,

e Implementasi sistem informasi pendukung administrasi
pemerintahan,

« Optimalisasi penyediaan layanan publik berbasis digital.

Target 100% ini memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan
layanan masyarakat dapat dijalankan secara digital, efisien, dan

terintegrasi.

2.3. Tindak Lanjut Pengaduan melalui kanal SP4N-LAPOR!
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Melalui pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR!, pemerintah menargetkan
100% tindak lanjut pengaduan masyarakat. Target ini menegaskan

komitmen untuk:

e Memberikan respons cepat terhadap setiap laporan,
e Menjamin penyelesaian yang transparan dan akuntabel,
e Mendorong peningkatan kualitas layanan publik berdasarkan

masukan masyarakat.

Capaian tindak lanjut 100% mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam
membangun mekanisme pelayanan publik yang responsif dan berorientasi

pada kebutuhan masyarakat.
2.4 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah
Daerah Kab/Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/Reviu
Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pemerintah Daerah tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp
59.244.684,00 , (setelah Perubahan Anggaran Menjadi Rp
60.144.684,00) dengan target Penilaian Mandiri SPBE sebesar 4,725,
Pengimplementasian Aplikasi berbasis Pemerintahan Digital 100% dan

Tindaklanjut pengaduan 100%.
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BAB III. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Pelaksanaan SPBE berlangsung melalui rangkaian kegiatan yang
melibatkan seluruh perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan,
pengumpulan data, penyelarasan proses bisnis, hingga penyusunan
dan pemutakhiran berbagai dokumen pendukung SPBE. Koordinasi
intensif dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan digital,
aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung
kinerja pemerintahan serta pelayanan publik.

Selain itu, evaluasi mandiri SPBE dilaksanakan untuk mengukur
tingkat kematangan penerapan SPBE di masing-masing perangkat
daerah. Evaluasi ini mencakup aspek tata kelola, layanan publik,
layanan administrasi pemerintahan, kebijakan internal, penerapan
arsitektur SPBE, keamanan informasi, dan manajemen data. Hasil
evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyusunan
rekomendasi peningkatan implementasi SPBE pada periode
berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Pesisir Selatan
dilaksananakan dari tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan 27 Agustus
2025.

Adapun tujuan pelaksanaan evaluasi mnadiri SPBE ini adalah :
1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE
Evaluasi mandiri dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang

sejauh mana instansi pusat atau pemerintah daerah telah
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menerapkan SPBE—termasuk aspek kebijakan, tata kelola, layanan
elektronik

2. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan SPBE
Evaluasi bukan hanya sekadar mengukur, tetapi juga
mengidentifikasi kelemahan/area perbaikan dan menghasilkan
rekomendasi agar instansi dapat meningkat ke tingkat kematangan
yang lebih baik.

3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi itu sendiri
Evaluasi mandiri perlu dilakukan dengan prosedur yang baik,
terstandar, agar hasilnya valid dan bisa dipergunakan secara internal
maupun eksternal.

4. Menjadi basis data / baseline untuk kebijakan dan perencanaan
SPBE lebih lanjut
Dari evaluasi mandiri (dan kemudian eksternal) akan diperoleh data
yang dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan,

pengendalian, dan strategi pengembangan SPBE secara berkelanjutan

Untuk Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nilai
Evaluasi Mandiri SPBE nya sebesar 4.725 dimana Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2024
memberi nilai sebesar 4.18. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai
keyakinan untuk menaikkan nilai karena beberapa domain yang
belum mendapatkan nilai pada level 5 sudah memenuhi kriteria.
Berikut beberapa domain yang dilakukan penaikan nilai secara

mandiri
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Parubakan S0F Pesbangesan  Aplikesl SPEE  dosgasn  Messmphan 50F Nomsosr
SLR5.2/03/S0F/KOMINFO-PS /2024 tentang S0F Pesgemsbangan Aplikasi Khusus [S0F
P g o i i+ L | D < O s - 20 2 4 ol [FAKTA]

Kebiukan Inemal Pembangunan Apldcsi SPEE telah diccmphkan dan SSengaisr Secars
lengkap selurwh preses Pembasgenan Aplikasi SPBE vang disdlaraskan desgan kebijaian
pembatgunan Aplikasi SPBE sexual ketenbuan yvang telah ditempkan ol Kememsterina
Heminfo. Hehijskan ini belah di revio dan df evalsssi, dan Basil evaluasi telah
dirimdalklanjmti desgan masih mesggenakas Kebijaian kima yang masih relevan [ANALISIS]

Berdasarkan Falna dan Analisis diaras Tingkar Kematangan Indikssor 4 - Hebijakan aernal
Pambargunan Apliasi SPEE sudalh memssuhi kriteria unuk mendapathan indeis Level
5 [IUSTIFIKASI)

Revin dam Evalsasi
1. Evaluasi Capakas Tabums Lals (20E4]
Rervii dan Fealeasi pessrapan SPBE mhun 2024 Kabupaten Pesisir Selaman dilslsansboan
Pl Torieriilm e maeag talven 2025
& Analesis
*  Eebiakan terkaic pembangunan Aplicasi sebagaimana tendipat dalam Peraturan
Bupad Mo, IT Tahun 2021 Tentang Pelakzanaan Penda SPEE yang ditissdak Linjui
dengan S0F pembangunas Aplikasi nomor 5552009 750F EOMINFO-PS2021
Erlum sepenubnya sclaras dengas kehijalan Hementerias Hoeminfo reckas
pemhangunas Aplikai Yang wedah diperbahane dengen sssnitsphan S0P Nomar
SE5.Z2/03 /S0P FHDMINFO-PS/ 2024  tentang 5S0F Pengembasgam  Apdikasi
Ehusis. S0P inl sasih relovan encuk oigesa b
h Tindak lanjuc
= Heblijakan tericair Pembasgunas Aplikasi cidak dinstapkan desgan Kehiakan bama
CapH msriigguna ban Kebigakon lam yagd ssazih reevan.
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Duztading 2 M il 5SPHE

Aspel 5 Fenerapan Manajemen SPHE 2022z IOz 0z4 IZ5
Indikator Tisgkat  Kemarangan Paiiara peans
21 Mo jessen Risiko SPHE 3 4 4 5

A

Fakia dan Analisis

Penierapan Masajessn Risiko SPHE mdah dilslzansian secars mesyelsrul [Honsulias) dan
Hoordinasi, Penctapan Hontels, Penilalan Risiko, Penanganan Risike, Pesantasan dan
Reviu, serts Pencatatan dan Pelaporan] das telah direncanaban dalass Peta Rescana SPEE
sebagaimang wrdapar dalam Heputusan Bupati Momor Nomor 0670564 Kpes FBPFT-PS/2023
temtang Feta Rescana SFHE Habupaten FPesisir Selatan Tahun Z020-2024 [Z1m-5K-Bupari-ing
Feta: Bencana-SPEE- 202 3. padi].

Manapmen Eisiks SPHE Kabupaten Pesisir Sodatan telab diterapken sejak Tahun 2021 sesaad
dengan standar yasg ditetaphkan dalam Pesssenpas Mo 5 Tahun 3000 testang Mansjemen Risiko
SFHE yang Hessvedian dilurunkas ssenjadi keb@alkan inermal rerksl sanamen sk pang
ditetapian dalam Keputusan Bupat Pesisie Selatan NMomor- 555.2/3057Kps BPT-PS/2021
tentasng Pembestukan Tis Pesyusun Mansemen Risiko Dan Pedoman Mansjemen Risiko St
Pemerintahan Berhasic Elelrrondk [ 2 1a6-5KE upan-ManajemenBesiloo gdr].

Penteragan Managmen Besiko SFEE telah dilakulkan Pertaikan boerups ssengulang Kembali
Siklus Proses masajesssn resiko. Berdacarkan Basil Revie das Evaluasi peda taben Z0Z5
sipart yang terdapat pada Dokumen Hisll Revio dan Evaluasi Moo 180,°0475PEE-FP5/2025
Perihal Rapat Berkals Tiss Koordinasi $PEE Hab. Pesisir Selatas Khususnye pada Desmain
Managmen | Eevio-Evabassi- Berkala: Dosadin-Massjemen_Z025 pdfl]. [FAKTA]

Bordasarkan hasil Analisis Fakia @i anas Penerapen Maonajesssn Resike SPBE Kabupatesn Pesisir
Eolaran telah dillaksanalas secara mesydlureh sesual dengan ketesisan PeresaP ANRB No.
5 Tahum 2020, dan telal dilabukan revie dan evaluasl, ferta hasil revio dan evaluasi sudah
dirisdak lanjuti Sengan kelsijalan amma perbaikan terhadap pelaksanaan sanajemnen riska
SPEE. [AMALISIS]

Berdasarkan Fakta dan Analisis diates Tisghat Kessatangan Penerapan Mansjemen Risio SPEE
simdlali e enehl kriteris usiek sendaparian isdeks Level 5. [[USTIFTEEAST]

Feesviu dian Evialuasi
L Evaluash oo paiam tahs Lbu (202 4)
Rirviu dan Evalussi penerapan SPEE talvan 2074 Kabepaten Pesisir Selatan dilabsanaian pada
Triwulan pertama mhun 2025:
. Apabisis:
Froses pensrapan manapmen resiko periu dilalubes penyesuaizn bembali menyelarasian
dirigean dadnimos perdiichnein gl haru [RPIMD &an Rescnra).

h. Timdak lanjwtr
Mengulang kembali Sfidus Prosss masdjesesn risiion sesual dengan doloamen pere i nasn
gy baru [RP|MD dan Rescara).
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Dazgnain 3 Maimajisern SPRE

Aapeihe 5 Fenirapan Manajemen SPEE
Indikanar Tisgghar Kk (L &g P fiera pan
23 Pl jigeeen ata

A

E

Fakta dan Analisis

Penerapan Manajemsen Data telah dilaksasalan berdasarkan Peraturas Bupat nomssr 3 Tahun
2027 selaras dengan Perpres 39 Tahun 2009 wnmng Savs Dars Indonesia.

Mlina pmen data telah dilaluhan revio das svabuaxl dan telah ditera plan sesis kaidah Saru
Dura Indonesia dain pelal direncanakan dalam Peta Rencana SPFHE sebagalmana ordapar dalam
Kopunisan Bupari Maomor Momor 087/564/Kp/BFT-F52023 waasg Peia Rencoama SFEE
Kb pua p2 Pesisin Seatmn Tahun 2020-2024. [Z31-5K-Bapati-rig-Pe - Koo na-5FRE
Z02E pdf]. Penerapan manapmen daca telah dilakulas reviod don svalusas] secara herkala,
Bt yasgd terdapar pada Dakussss Ha<il Reviu das Evaluasi No. 180502 SSPHE-PS /2025
Perihal Rapat Herkala Tis Hoordinasi SPEE Hah. Pesisir Selatas Khisusnys pada Doedmain
TNl T SFEE IR v - E waliia 58 Bawr b La - Do - Mana je mee s D025, padi) din
dirisedaklanjuri dengan melakekan Hegiatan sepenti Penyusunan Meta daca dan
Pengimputan data statistdk selhoral desrah pada seodel &owali data aplicasi SIFD R
[FARTA]

Berdasarkan hicil Analisic Faloa i atas Manajesssn data telal diteraplan sesual kaidah
Saru Data ledonesia dan diselarashan desgan Domakn Arsiveloner Data das Informas dam
relal dilakskan revio dan evabaes] serta basil reviu dan evaluask telah diterapkan ustsk
perbailan manajemen dara | AMALIEIS)

Berdasarkan Fakma dan Analsis duaras Tingkar Eematasgan Penerapan Mamjessen Daca susdah
mememuhi kriteria unbulk mendapaticans indeks Level 5 [JUSTIFIKAS]

Feviu dan Evaluisi
L. Evabuach copaias cahss aba [2024)
Reviu dan Evaluasi penirapan SPEE talen 2024 Kabveparen Pesisir Selatan dilafcanadan pada
Triwulan pertama mhun 2025:
a. Amalixis:
= Uik s nj ammin ketersedizan dara yang kofsisten dan sesuai dengan eteniuan prissip
Saru Dats dalass Pepres 3% Tahun 2019 testang Sans Data Indosesia, Forum dara peria
menctapian Sandar Data, Meta Data lnghsp Pesisir Selacan.
- Data statistik sektoral pada aplikasi SIPDRI perlu dilengkapl dan disutakhirkan.

B Tisslak lanjwt
- Penpecssan Meta data
- Pengnpuran da0s srarsmik sebnorsd desr s peda modul &owali daia aplikkaxi SIPD B

2. Pencapgaian Level

Penerapan Mansjessen Dara telah dilaksasalan berdasirkes Perabsran Bupati seassr 3
Tahun 2022 selaras Sengan Pergres 39 Tahun 2009 entang Save Data Indonesia

Manswemien dara tdah dilaloukan revia dam cvaluasi dan telah diteraplas sesus kadah
Satu Data beedonesia dan welah direncanakan dalam Peta Rencana SPEE Peocragan
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Dosain 3 | : | Masajemen SPEE

Aspel 5 : | P pas Mo | cossin SFHE 23 2EF3 20Zd MIES
Il tor ¢ | Thsgghaa B ianasgan Pigsd ragpa i
| Mana emin Layanan SFEE 2 4 4 4'

A. Fakia dam Analisis

Peserapan Managmen Layaran SFEE ielah dilaksanakan sesuai Peia Rescana 5PBE yang
erdapat dalam Kepetusan Bupat Momor 067,564 Kpis/BPT-F5/2023 tentang Fela Rescana
EPHE Kabiupatesn Petkiir Selaass Tahin 2020-2024) 22K-5K-Bupath-oig-Peta-Resoans - SPRE
2023 pid], pelaksanaansya swidah terbadap selursh proses Manajessen Layanan SPEE dan
didubasg oleh peagiusian Sictem Aplikasi Masajemon Layaman, serta telah dilakukan revis
dan evalmasi secara berkala, seperi yang erdapat pada Dokumen Hasil Revie dan Evaluasi Na.
18004 FSPHE-F5/2025 Ferihal Rapat HBerkala Tim Heosrdinasi SPEE Eab. Pesisic Sclatas
Flveecsrrpa paeda Domain Masajesssn |REeviu-EvaluaskBerkala-Daemain- Manajemeem_ D025 padl]
JFAKTA]

Pesstrapan Managmen Layanas SPEE telah seqwai Peia Rescana SPEE. pelak=anaannya sudah
dilaksanakan pada scluruh proses Manajesssn layasas SPBE das didulusg ol
penggusaan Sistems Aplikasi Manajessen Layaman, sorta telah dilakukan revie dan evaluasi
secara herkala |AMALISIS]

Bardasarkan Falra dan Analiic disras Tisghar Kematiegan Pencrapan Manag@men Layanan SFEE
sisdal e me suhi Kriveria wniuk mendapatican indeks Level 4. [JUSTIFIEASI)

E. Reviu dan Evaluasi
1. Evaluasi capaian takin lalu [2023)
Reviu dan Evaluasi pinerapan SPHE tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selaran dilaksanakan pada
Triwwslin st ma cahun 204
a. Amadisks : Perlu dilakukan penisglcatan aplikasi manajpesen Liyamas ssEnyesualkan
dengan ketesnean yang berlakos.

b Tindak Esjut - Aplikasi yang digunakan untelk pelabsanasn mansemen Layanan thdak
lagi dikembanghan menwngme aplikasi smums yang akian disediakan insrans pusa

2. Pencapaian Level

Pesstragpan Managmen Layanan SFEE iwlah dilaksanakas sesuai Poia Rescana SPBE vang
erdapat dalam Kepetusan Bepad Momor 067564 B ps /BFT-F5/00IE enting Fota Riescana
SPHE Habupaten Fesisir Selapin Tahus D050-2024, pelaksanaansya sisdah terhadap sebursh
preses Manajessn layassn SPEE dan didubung oeh penggunaam Sketess  Aplikasi
Manajemsa Layanan, sera telah dilabhukan revio das evaluasi secara berkala, sepoti yang
terdapat pada Dednimen Hasll Revie din Evalussi Mo, B0 PSPBE-PSFZE02S Porikal Rapat
Berlala Tim Koordinas SPEE Hab. Pesixir Solatam B e sy puda Domsen M jemse .
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Domagin 4 | : | Layasas SPFEE

Aapak 2 ;| Layvanas Fublik Besbagis Elikinsik 20T 23 2024 25

Indikasor | | | Tingkar Kemacangan Layanan Data
43 " | Tartsiika 3 5‘ 4 5
A Fakta dam Analisis

Layanan Data Terbula sedlabei splikesi [op: goid! ndalak apliosi
Layanan Duta Terbuka pada Ajpdiicei ﬂp-onl:uu Pesisir 'En:hl..‘m .m-:rup.l.hn Aplikaszi Daa yang
daranys dapar secara behas digunakas, dan didiscribusi elang eleh siapapun yang dsediakan
obzh Pemeristah Kabupaten Fesisir Selacan. [FAKTA]

Layanan Dara Terbela mealul Aplikes Opealaia wlsh mesyedishon kesedaruhan Lyanan
sibagaimana arusn tingkat kemantasgan pada inddcor 43, dengan menyediskan kapahilitas
sebragal Bsrrikat:

bl sty bl larananan

a. Inbormasi sepemi iformasi jemdah dataser, daftar data yaesg tersedia dam infermagi
lainmya

b Inberalsl seperti pencarkin data, pengundihas dats dan penparggahan data

. Tramsaksh seperti ransalsd Basis data, unggah data, dan tratsaksi validasi dan analitk
dats.

d Layanam Kolabsrach seperi integrasi dengan aplikasi Pesced dalam Genggaman | pasksis)
dan apendats Provins Sembar.

@ dan jega sedah dildoiban Penisghetan Layanas sepirmi Pesginputan dats sracestik
sekmorad dairah pada sesdel cowali data aplikesi SIFD Bl berdassrkan kazil revie dan

vl oeh e koordinasi SPHE Pesizir Sslatan |ANALISIS)

Berdasarian Fakra dam Analisis daras Tingkat Kesangan kediicnor 43 - Kesamangan Layasan
Duara Tesiks Kabupamen Pesizir Selatn sudah messenihl kriteria werub ssendspariss mdeks
Lawel 5. [JUSTIFIKASI)

Revian dian Evaluasi
L Evaluasi Capaiam Tahum Lalu [20F4)
RiFwiu dan Evaluasi penerapas SPBE mhun 7024 Kabupaten Pesisir Selatan dilaksasakan pada
Triwiilan pataims tahiun 2025
& Amabigis:
Dikarenasion pomal Qi erbuka Kabupaten Pesishr Selatan helum cerinegrasi dengan
aplikasi SIFD RI maka diperiubas peeginpuran ulang dais statisclk selteral dasral pada
modul e-wali data aplicsi SIPD R

b Tisdlah Lanjue -
Fenginpetan data scacsstik seboorsd desral pada model o-wali daca aplkasi SIFD RL
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sDosain 4 Layanan SPBE u.-u-m—un
| Aspek 8 ~ | Lavanan Pubi Berbass Elebarosik 2 2023 2024
x Tinghkat Kematasgan Layanan Jaringan
Indikasor = x
o Dokumentasi dan Informasi Hukum 4 5 4 S
(JDIH)
A Fakta das Analisis

Layanan jaringan Dokumentast dan Informasi Hukum (JINH) Kabupaten Pesksir Selatan
merupalkan portal yang ssenyedialan data dan (e 1entang produk hokum daerah, Lyanan legal
dr.:mn; onlma, d.\n lnlorman hadum lamaya meladal Aplikasi JOIH Kab, Peslise Selatan
L [FAKTA]

Layanan layanas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hulws (JDIH) diaksasakan  melaksl
Aplikasi |DIH Kab Pesisir Selatan yang telah menyedalan keselershan layanan sebagaimana
acsan tingict kematargan pada indikator 44, desgas menyediaian kapabilitas sebagai berilea:

Layanas Publik pada Aplicasi JDIH Pesisir Selatan merupakan Aplikas: Produk Hukum berbasss

Ekkwronik (Froduk Hukum Undang-undang Peraturan Pcmorlnuh Nr.ﬁur.n Dasrah,

Peraturan Bapati, Peraturan laissya) desgan alamat/Miak hig < 3

Tln.p..u Kematangane Layanan JDIH Kabepaten Pesisir Selatan muh menyedalan urvaa.uun
Informasi seperti Daftar Produk Helum yang diterbitican dan aformast Linaya

h. Interaksi seporti pencarian data, peasguaduban data dan pesgunggahan data, juga tersoedia
yaman Legal Drafting Onlise berbasis Aplikas FDEH

¢ Trassaksi seperti rassaksi Basis data, unggah data, dan transaksi validasi dan anaditik
data.

4 Layanas Kolaborasi sepertl integrasi dengan JOEH Nasonal ssengaunadan system APT -
JSON. Dun Aplikasi portal SPEE Pesisir Selatan

¢. dan juga sodah dlakulan Pesinglatan Layanan sepertl Integrasi aplicsi [IDH Pesisir
Selatan ke Website PPID Pesisir Selatan dao Portal Website Pemdi Pesisir Selatan.

[ANALISIS)
Berdasarian Fakia das Analiss datas Teghar Kematasgas Indikator 44 - Kematangan

Layanan Jariegan Dokumentasi dan lafoermasi Hukam (JINH) Kadupaten Pesiir Selatan sudah
snemereal kriteria untuk sendapatkan indeks Lovel S [JUSTIFIKAST)

Revin dan Evalaasi
1. Evaluasi Capaian Tahus Lalu (2024)
Reviu dan Evaluasi penerapas SPEE mban 2024 Kabapaten Pesisir Sclatan dilaicanaian pada
Triwulan pertama tahun 2025:
4. Amabisis
Layanan |JDIH peris ditieglorian dan dikembasghas pemanfaatannya serta periu
diintegrasiican ke Webisite PPID Kabupaten Pesisir Selatan
b Tisdak Lanjut
Integrasi aplikasi JIDH Pesisir Sela ke Website PPID Pesisir Selatan das Portal
Website Pensdi Pesisir Selatan.
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Pelaksanaan kegiatan SPBE juga diarahkan untuk mendukung percepatan
digitalisasi layanan pemerintahan, sesuai dengan prinsip interoperabilitas
data dan aplikasi. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan integrasi
sistem informasi antar-OPD, peningkatan keandalan jaringan komunikasi
data, penguatan pusat data pemerintah daerah, serta penerapan standar
keamanan informasi untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data
pemerintah.

Melalui pelaksanaan kegiatan SPBE ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan berkomitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih
cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan SPBE juga memberikan kontribusi terhadap transformasi
budaya kerja aparatur agar semakin adaptif terhadap perkembangan

teknologi dan penyelenggaraan pemerintahan digital.

! /> o : \
A - ___ R

Foto pelaksanaan penilaian Mandiri SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
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3.2 Pemerintahan Digital

Penerapan Pemerintahan Digital dilakukan melalui serangkaian
langkah strategis yang mencakup pengembangan infrastruktur
teknologi informasi, integrasi layanan pemerintah, optimalisasi
pemanfaatan data, serta peningkatan kapabilitas aparatur dalam
penggunaan teknologi digital. Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku koordinator utama memastikan seluruh perangkat daerah
terlibat aktif dalam proses transformasi ini, baik melalui penyusunan
kebijakan internal, pemetaan proses bisnis, maupun penguatan sistem
informasi yang digunakan dalam mendukung operasional
pemerintahan.

Hal ini dibuktikan dengan disusunnya aplikasi Pemerintahan Digital
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat proses
perencanaan, proses bisnis, peta rencana, arsitektur spbe dan caaian
kinerja kegiatan, AplikasiPemerintahan Digital ini di sosialisasi kepada
OPD untuk memberi gambaran tentang rangkaian proses penerapan
Pemerintahan Digital dengan mengentrikan data-data perencanaan ke
dalam aplikasi tesebut. Sosialisasi ini diikuti oleh 25 OPD, Kecamatan,

serta Rumah Sakit dan Puskesmas.
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s C % pemdipesisirselatankabgoid B r L O

w ??rfalfei:ngrlr{tvahvbaer.ah‘ - Beranda Berita Aksesinformasi Pengumuman

Transformasi Digital

Layanan Pemerintah Daerah

Layanan Pemda Layanan Nagari Survei Layanan

Layanan Pubik

LAV g ¥ 0SS % e

T LAPOR!

Layanan Darurat Perizinan Terpadu Pajak dan Retribusi Daerah Informasi Publik Produk Hukum

Administrasi Pemerintahan m

Biesakip o |ENEN e Qe %

b= RISIKO e

BKN SRIKAND!
& Risiko Kepegawaian Pengadaan Barang & Jasa Kearsipan
« C % pemdipesisirselatankab.goid/dashboard f L 0O
E Qpﬁg{t';i'" Q Crrluk @ Admin User
Y Administrator
b. Pesisir Selatan - g
= = & ©
= Perencanaan KM Tata Kelola Manajemen SPBE Sasaran

DATA RPJM

Total Misi o Total Tujuan ’i,’ Sasaran RPJMo IKU Tujuan = IKU Sasaran B Total
-] Program

5 5 16 10 30

({(]

148
¥ &k DATA RENSTRA

Jumlah OPD o Tujuan OPD 3 Sasaran OPD o IKU Tujuan Renstra IKU Sasaran =
Renstra

39 126 125 104 291

&

Foto bentuk Aplikasi Pemerintahan Digital Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
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3.3 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-
LAPOR!

Pada aspek layanan publik, penerapan Pemerintahan Digital diarahkan
untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan
melalui pemanfaatan aplikasi layanan publik daerah, integrasi layanan
dengan portal nasional, serta perluasan kanal layanan berbasis digital
seperti SP4N-LAPOR!, aplikasi informasi publik, dan layanan

administrasi berbasis elektronik lainnya.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan
30 pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti. Sebagai bahan
evaluasi hasil tindaklanjut pengaduan tahun 2024, maka Dinas
Kominfo sebagai leading sector dalam pengelolaan pengaduan melalui
kanal aplikasi SP4N-LAPOR! melakukan evaluasi kepada kecamatan,
rumah sakit dan puskesmas. Ketiga unit kerja ini adalah merupakan

unit kerja ynag sering mendapat dan rentan menerima pengaduan.

Foto evaluasi tindaklanjut pengaduan dengan Kecamatan
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Foto evaluasi tindaklanjut pengaduan dengan Rumabh sakit dan Puskesmas

Berdasarkan hasil pengaduan yang masuk dari tahun 2022-2015 cenderung memgalami
penurunan namun seluruhnya tertindaklanjuti dan selesai. Hal ini kemungkinan dikarenakan
kurangnya persoalan dari masyarakat atau belum tersosilisasinya SP4AN-LAPOR! ini kepada

masyarakat. Berikut jumlah pengaduan tahun 2022-2025

Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti

(L]

Jurnkah Pemgaduan

.51

L by

2022 2025

Tahun
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Data kinerja pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dengan

rincian sebagai berikut:

Statistik - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 8 K @ Admin Lapor P... -
c PEMANFAATAN DATA PENGELOLAAN LAPORAN PENGGUNA
Rekapitulasi Kinerja "~

Belum Terverifikasi Belum Ditindaklanjuti Proses | Selesai =~ Tunda = Arsip Total (Tanpa Arsip dan Tunda) %TL | RTL | RHP RV

0 0 2 15 0 1 17 100 0 5.00 0

Tabel di atas menggambarkan data kinerja pengelolaan pengaduan
melalui SP4N-LAPOR! dengan rincian sebagai berikut:

Pengelolaan Laperan Masuk ~

0% 0.5%
s " _13 o Laporan Belum Terverifikasi
I Laporan Belum Terverifikast
I Terdisposisi Belum Ditindaklanjuli Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti
[ Terdisposisi Sedang Diproses
I Terdisposisi Selesai Terdisposisi Sedang Diproses
I Laporan Tertunda
I Leporen Arsip Terdisposisi Selesai
Laporan Tertunda

Laporan Arsip

Total (Tanpa Arsip dan Tunda)

78.9%

17

Keterangan

e Semua pengaduan sudah diverifikasi dan ditindaklanjuti — tidak ada yang menumpuk.

e Tingkat tindak lanjut 100% — kinerja sangat baik.

e Rata-rata tindak lanjut 5 hari — waktu penyelesaian cukup cepat.

e Ada 2 pengaduan masuk kategori proses & 15 sudah selesai.
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Berdasarkan grafik pengelolaan laporan masuk, terlihat bahwa kinerja
penanganan pengaduan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari total 17 laporan (tanpa arsip
dan tunda), hampir seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan

tuntas.

Sumber Laporan

Android 3
I Android
I Website Website 12
Total 15

Berdasarkan data sumber laporan yang diterima melalui SP4N-LAPOR
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa masyarakat lebih
dominan menggunakan kanal Website dibandingkan aplikasi Android

dalam menyampaikan pengaduan sepanjang periode pelaporan.

Penilaian Pengelolaan Pengaduan (Aspek Keluhan)

Pemenuhan Persyaratan 1
I Pemenuhan Persyaratan

I Kecepatan Tindak Lanjut
I | Substansi Tindak Lanjut
I Pedindungan Identitas
I Bukti Tindak Lanjut
I Fenggunaan Bahasa

Kecepatan Tindak Lanjut
Substansi Tindak Lanjut
Perlindungan Identitas
Bukti Tindak Lanjut
Penggunaan Bahasa

Total
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Hasil penilaian keluhan masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan
SP4N-LAPOR Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa
seluruh aspek evaluasi mendapatkan skor yang sama. Total terdapat 6
aspek yang dinilai, masing-masing memperoleh 1 penilaian. Adapun aspek

yang dinilai meliputi:

e Pemenuhan Persyaratan — 1
e Kecepatan Tindak Lanjut - 1
e Substansi Tindak Lanjut — 1
e Perlindungan Identitas - 1

o Bukti Tindak Lanjut - 1

e Penggunaan Bahasa - 1

Setiap aspek memiliki proporsi yang sama yaitu 1% dalam grafik,
menunjukkan bahwa pengguna layanan memberikan masukan merata
terhadap seluruh aspek pengelolaan pengaduan. Tidak ada aspek yang
dominan menjadi titik keluhan, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan
pengaduan secara umum berjalan dengan cukup baik namun tetap

membutuhkan peningkatan merata pada seluruh aspek pelayanan.

Hasil ini juga menjadi gambaran bahwa perhatian masyarakat terhadap
kualitas tindak lanjut, dokumen pendukung, serta pemenuhan prosedur
administratif relatif seimbang. Tidak ada aspek yang dominan menjadi titik
keluhan, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan pengaduan secara
umum berjalan dengan cukup baik namun tetap membutuhkan

peningkatan merata pada seluruh aspek pelayanan.

Hasil ini juga menjadi gambaran bahwa perhatian masyarakat terhadap
kualitas tindak lanjut, dokumen pendukung, serta pemenuhan prosedur

administratif relatif seimbang.

Berikut tabel laporan yang masuk ke masing-masing unit kerja :
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Rekapitulasi Kinerja Unit di Bawah
p

~
Belum Belum
Unit Kerja Terverifikasi Ditindaklanjuti Proses Selesai | Total | %TL RTL RHP | Terakhir Dilihat
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 15 15 100 0O 5 2025-12-08
08:38:35
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 2 2 100 0O 0 2025-09-25
10:43:55
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 2 2 100 0 4] 2025-07-31
09:29:38
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 0 0 0 2 2 100 O o] 2025-07-19
Pesisir Selatan 15:18:37
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 0 0 1 1 2 100 0 0 2025-12-04
Pesisir Selatan 14:49:44
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 1 1 100 0O 0 2025-12-01
11:19:47
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 1 1 100 0 0 2025-0
20:13:
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 1 0 1 100 O 0 2025-12-04
12:53:48
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 0 0 0 1 1 100 O 0 2025-02-25
Kabupaten Pesisir Selatan 08:35:40
Kecamatan |V Nagari Bayang Utara 0 0 0 1 1 100 0O 0 2025-04-22
15:24:19
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 1 1 100 O 0 2025-07-31
10:16:05
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 1 1 100 0 0 2025-05-26
09:59:30
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 0 0 0 1 1 100 O 0 2025-10-23
14:44:32
Puskesmas Kot Baru 0 0 0 1 1 100 0 5 2025-04-10
09:05:00

Berdasarkan rekapitulasi kinerja pengelolaan pengaduan pada masing-masing unit kerja
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa seluruh perangkat daerah menunjukkan
tingkat penyelesaian pengaduan yang sangat baik. Seluruh unit kerja berhasil mencapai
100% tindak lanjut (TL) atas laporan yang diterima melalui SP4AN-LAPOR! di mana secara
keseluruhan total laporan: 17, selesai: 15, Proses: 2, %TL: 100%, RTL: 5 hari. Kinerja ini
menunjukkan kecepatan dan konsistensi dalam penyelesaian laporan dengan rata-rata tindak

lanjut yang cukup cepat.
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BAB IV. HASIL CAPAIAN KINERJA

4.1 SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Pada tahun pelaksanaan ini, Pemerintah Daerah menetapkan target nilai Evaluasi
Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,25 sebagai
indikator utama keberhasilan transformasi digital dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Target tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas layanan publik, serta
penguatan kapabilitas digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan

kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, capaian nilai Evaluasi Mandiri SPBE
menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yakni sebesar 4,725. Capaian ini tidak
hanya memenubhi target, tetapi melampauinya sebesar 0,575 poin atau 13,86% di atas
target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut menggambarkan adanya progres yang
nyata dalam upaya penguatan ekosistem digital di lingkungan pemerintahan, baik dari
aspek kebijakan internal, pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi, maupun

pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi.

Capaian nilai 4,725 menjadi indikator bahwa organisasi berada dalam jalur yang tepat
menuju tata kelola pemerintahan digital yang semakin matang. Hasil ini diharapkan
dapat menjadi dasar untuk mendorong peningkatan berkelanjutan, memperkuat
integrasi antar sistem, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk menjawab
tantangan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Dengan demikian,
capaian Evaluasi Mandiri SPBE tahun ini tidak hanya menjadi prestasi administratif,
tetapi sekaligus menjadi fondasi strategis bagi penguatan transformasi digital

pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.

Pencapaian ini juga mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas unit kerja dalam
mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip SPBE, seperti integrasi layanan,
interoperabilitas sistem, keamanan informasi, serta pemanfaatan data untuk
pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, peningkatan nilai

evaluasi turut dipengaruhi oleh upaya penyusunan berbagai dokumen pendukung
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4.2

SPBE, peningkatan kualitas layanan berbasis digital, serta percepatan pemanfaatan

platform pemerintah untuk mendukung efisiensi kerja aparatur.
Pemerintahan Digital

Pada tahun pelaksanaan ini, Pemerintah Daerah menetapkan indikator kinerja
“Pemerintahan Digital” sebagai salah satu fokus strategis dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik
berbasis teknologi informasi. Target capaian yang ditetapkan untuk indikator tersebut
adalah 100%, yang mencerminkan komitmen penuh organisasi dalam mewujudkan
transformasi digital secara menyeluruh pada seluruh aspek penyelenggaraan

pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan verifikasi, indikator Pemerintahan Digital
menunjukkan capaian 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini
mengindikasikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sasaran terkait pemanfaatan
teknologi digital dalam proses administrasi pemerintahan telah terlaksana secara
optimal. Capaian ini mencakup keberhasilan dalam penyediaan dan pemanfaatan
layanan digital, peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penggunaan aplikasi
pemerintahan secara terintegrasi, serta penerapan standar keamanan informasi pada

unit-unit kerja yang terlibat.

Pencapaian 100% pada indikator ini juga menunjukkan tingkat kesiapan organisasi
yang tinggi dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta kemampuan
aparatur dalam mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung
pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu,
keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi efektif antarperangkat daerah, yang secara
konsisten melakukan evaluasi, penyempurnaan, serta pemantauan terhadap

implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan tercapainya target 100%, Pemerintah Daerah telah berada pada jalur yang tepat
menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang lebih efisien, transparan, dan
responsif. Capaian ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam mempercepat
transformasi digital di tahun berikutnya, memperluas integrasi layanan lintas sektor,

serta mendorong inovasi digital yang dapat memberikan manfaat langsung kepada
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4.3

masyarakat. Selain sebagai bentuk pemenuhan target kinerja, capaian ini juga
merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola

pemerintahan yang lebih akuntabel dan modern.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-
LAPOR!

Berdasarkan data rekapitulasi kinerja pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N-
LAPOR!, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik
sepanjang periode pelaporan. Tabel rekapitulasi memperlihatkan bahwa seluruh
pengaduan telah dikelola secara tepat waktu dan tuntas, tanpa ada satupun laporan
yang berstatus Belum Terverifikasi ataupun Belum Ditindaklanjuti. Hal ini
mencerminkan responsivitas perangkat daerah terhadap aspirasi dan keluhan

masyarakat.

Dari total 17 laporan yang masuk (tidak termasuk arsip dan tunda), 15 laporan telah
diselesaikan, dan 2 laporan berstatus arsip, sementara tidak ada laporan yang
mengalami penundaan. Dengan demikian, capaian persentase tindak lanjut (TL)
mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa setiap laporan yang diterima telah

ditangani secara optimal.

Indikator Rata-rata Hari Penyelesaian (RHP) tercatat 5 hari, yang mengindikasikan
bahwa proses penyelesaian dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan sesuai dengan
standar pelayanan pengelolaan pengaduan nasional. Sementara itu, nilai RV (Residual
Value) sebesar 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat laporan tersisa yang belum

ditindaklanjuti hingga akhir periode pelaporan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan telah mengelola pengaduan masyarakat secara efektif, akuntabel, dan sesuai
standar pelayanan publik. Kinerja ini mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah daerah dan sejalan dengan prinsip transparansi, efektivitas, serta
kualitas pelayanan publik yang terus ditingkatkan dalam implementasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1

2.

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SPBE menunjukkan capaian sangat baik
dengan nilai 4,725, melampaui target 4,25. Hal ini mencerminkan
peningkatan signifikan pada aspek tata kelola, layanan publik berbasis
elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Implementasi kebijakan dan
manajemen TI berjalan efektif, didukung oleh kolaborasi lintas

perangkat daerah.
Pemerintahan Digital

Implementasi Pemerintahan Digital mencapai 100%, menandakan
seluruh target layanan digital yang direncanakan telah terlaksana.
Layanan pemerintah semakin mudah diakses, cepat, dan transparan.
Transformasi digital berjalan sesuai arah kebijakan dan memperkuat

kualitas pelayanan publik.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-

LAPOR!

Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR
menunjukkan kinerja optimal dengan penyelesaian laporan mencapai
100%. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti tepat waktu tanpa adanya
penundaan. Hal ini membuktikan tingginya tingkat responsivitas
perangkat daerah serta meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap layanan pengaduan.
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5.2 Saran
1. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

e Penguatan Komponen Kebijakan dan Tata Kelola TI melalui
penyusunan SOP yang lebih detail, pembaruan regulasi internal,
serta monitoring berkala.

e Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan SPBE, keamanan
informasi, dan manajemen risiko.

« Optimalisasi interoperabilitas antar aplikasi untuk mendorong

efisiensi, integrasi data, dan pengurangan duplikasi sistem.
2. Pemerintahan Digital

e Perluasan layanan digital terutama layanan publik yang masih
berjalan secara manual agar seluruh proses dapat terdigitalisasi.

o Peningkatan keamanan data dan sistem, termasuk adopsi standar
keamanan yang lebih kuat untuk melindungi informasi sensitif.

e Penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur agar

pemanfaatan layanan digital menjadi lebih optimal dan merata.

3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-
LAPOR!

e Menjaga konsistensi penyelesaian laporan dengan menjaga standar
respon cepat dan berkualitas.

« Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan
SP4N-LAPOR semakin meluas.

e Melakukan analisis tren laporan untuk mengidentifikasi isu
prioritas yang memerlukan perbaikan layanan atau kebijakan

khusus.
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BAB IV. PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi
pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri SPBE, implementasi Pemerintahan
Digital, serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-
LAPOR. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
Capaian kinerja yang ditorehkan, baik dalam peningkatan nilai Evaluasi
Mandiri SPBE, ketercapaian penuh implementasi Pemerintahan Digital,
maupun keberhasilan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara tepat
waktu, menjadi bukti nyata bahwa upaya transformasi digital telah berjalan
pada jalur yang tepat. Meski demikian, peningkatan kualitas layanan
pemerintah tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan
kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur
digital, serta optimalisasi layanan yang terintegrasi.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam perencanaan dan
pengambilan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus menjadi
landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif
terhadap perkembangan teknologi. Dengan sinergi seluruh perangkat
daerah dan dukungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
optimis mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang modern,

inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Painan,  Desember 2025+~
Dibuat oleh : Disahkan Oleh :

y /",‘ - % p—

PPT _~PENGGUNA ANGGARAN

-

SYAFRUDIN, S.H, M.Si \“." WENDI, S.H, M. Hum
Penata Tk.I (1I1/d ) Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19781001 200003 1 002 NIP 19760407 199803 1 005
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LAMPIRAN



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Unit Organisasi

:2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi

:2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program

: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan

: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

: 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi

: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

Alokasi 2024 : Rp. 0,00
Alokasi 2025 : Rp. 59.244.684,00
Alokasi 2026 : Rp. 0,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Sebelum Sesudah
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase layanan publik yang diselenggarakan
secara online dan terintegrasi

100 %

Capaian Program

Persentase layanan publik yang diselenggarakan
secara online dan terintegrasi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 103.509.684,00 Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 59.244.684,00
: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah

Keluaran Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan 2 Dokumen Keluaran Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan 2 Dokumen
peta rencana yang diusulkan peta rencana yang diusulkan
: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang . Pemerintahan Berbasis Elektronik yang .

, ) 5 unit , ) 5 unit
Hasil Dikembangkan 5 unit Hasil Dikembangkan 5 unit

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

: 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan

: Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi

: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah /
Relf(céﬂ?n Uraian Harga Harga (Berkurang)
9 Koefisien | Satuan (Rp) PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan (Rp) PPN | Jumlah (Rp) (Rp)
5 BELANJA DAERAH 103.509.684,00 60.144.684,00 | -43.365.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 103.509.684,00 60.144.684,00 | -43.365.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.509.684,00 60.144.684,00 | -43.365.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 19.289.684,00 19.289.684,00 0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.289.684,00 19.289.684,00 0,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.089.684,00 4.089.684,00 0,00
[#]ATK
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 4.089.684,00 4.089.684,00 0,00
[ -1 Anak Hecter No. 10-1m Max 199.800,00 199.800,00 0,00
Anak Hecter No.10 4 Pak Pak 49.950,00 | - 199.800,00 | 4 Pak Pak 49.950,00 | - 199.800,00 0,00
Spesifikasi : -
[ -1 Kertas Folio HVS 532.800,00 532.800,00 0,00
Kertas Folio HVS 75 gr . . . .
Spesifikasi - 1 Rim : 500 Lembar 8 Rim Rim 66.600,00 | - 532.800,00 | 8 Rim Rim 66.600,00 | - 532.800,00 0,00
[ -] Kertas Kuarto A4 HVS 488.400,00 488.400,00 0,00
Kertas Kuarto HVS 75 gr . . . .
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar 8 Rim Rim 61.050,00 | - 488.400,00 | 8 Rim Rim 61.050,00 | - 488.400,00 0,00
[ -1 Map Gungyu 115.884,00 115.884,00 0,00
Map Gungyu / Fileholder 3 Buah Buah 38.628,00 | - 115.884,00 | 3 Buah Buah 38.628,00 | - 115.884,00 0,00
Spesifikasi : -
[ -1 Map Plastik 133.200,00 133.200,00 0,00




Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Sebelum

Rincian Perhitungan Sesudah

Bertambah /

Rei%?](ian Uraian Harga Harga (Berkurang)
9 Koefisien | Satuan (Rp) PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan (Rp) PPN | Jumlah (Rp) (Rp)
Map Plastik Kancing
e 3 Pak Pak 44.400,00 | - 133.200,00 | 3 Pak Pak 44.400,00 | - 133.200,00 0,00
Spesifikasi : -
[ -1 Map Snelhecter Folio 166.500,00 166.500,00 0,00
Map Snelhecter Folio 3 Pak Pak 55.500,00 | - 166.500,00 | 3 Pak Pak 55.500,00 | - 166.500,00 0,00
Spesifikasi : -
[ -] Pena My Gel 377.400,00 377.400,00 0,00
Pena 4 Lusin Lusin 94.350,00 | - 377.400,00 | 4 Lusin Lusin 94.350,00 | - 377.400,00 0,00
Spesifikasi : My gel
[ -] Pena Pilot Bptp 133.200,00 133.200,00 0,00
Pena . . . .
Spesifikasi : Pilot BP-PT 3 Lusin Lusin 44.400,00 | - 133.200,00 | 3 Lusin Lusin 44.400,00 | - 133.200,00 0,00
[ -] Tinta Epson 664 Black 693.750,00 693.750,00 0,00
Tinta EPSON 664 Black 5 Buah Buah 138.750,00 | - 693.750,00 | 5 Buah Buah 138.750,00 | - 693.750,00 0,00
Spesifikasi : -
[ -] Tinta Epson 664 Cyan 416.250,00 416.250,00 0,00
Tinta EPSON 664 Cyan 3 Buah Buah 138.750,00 | - 416.250,00 | 3 Buah Buah 138.750,00 | - 416.250,00 0,00
Spesifikasi : -
[ -] Tinta Epson 664 Magenta 416.250,00 416.250,00 0,00
Tinta EPSON 664 Magenta
Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355 3 Buah Buah 138.750,00 | - 416.250,00 | 3 Buah Buah 138.750,00 | - 416.250,00 0,00
[ -] Tinta Epson 664 Yellow 416.250,00 416.250,00 0,00
Tinta EPSON 664 Yellow 3 Buah Buah 138.750,00 | - 416.250,00 | 3 Buah Buah 138.750,00 | - 416.250,00 0,00
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00
[ #] Buku Arsitektur SPBE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
[ -] Cetak Buku Arsitektur SPBE 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
Cetak lainnva 10 Buku x 10 Buku x
o y 250000 Eksemplar 1,00 | - 2.500.000,00 | 250000 Eksemplar 1,00 | - 2.500.000,00 0,00
Spesifikasi : Khusus . ;
Rupiah Rupiah
[ #] Photocopy
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
[ -] photocopy 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
Penggandaan 9000 Eksemplar 300,00 | - 2.700.000,00 | 2990 Eksemplar 300,00 | - 2.700.000,00 0,00
Spesifikasi : Photocopy Lembar Lembar
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00
[ #] Materai Rp 10.000
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000,00 100.000,00 0,00
[ -] Materai 10.000 100.000,00 100.000,00 0,00
Materai 10000 10 Lembar | Buah 10.000,00 | - 100.000,00 | 10 Lembar | Buah 10.000,00 | - 100.000,00 0,00
Spesifikasi : 10000
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00
[ #] Nasi Bungkus
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
[ -] Nasi Bungkus 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
Porsi Standar 300 Porsi | Porsi 22.000,00 | - 6.600.000,00 | 300 Porsi | Porsi 22.000,00 | - 6.600.000,00 0,00
Spesifikasi : Nasi bungkus
[ #] Snack Kotak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00
[ -] Snack Kotak 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00
Snack_ . . 300 Kotak Porsi 11.000,00 | - 3.300.000,00 | 300 Kotak Porsi 11.000,00 | - 3.300.000,00 0,00
Spesifikasi : kue-kue dan minum
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.220.000,00 40.855.000,00 | -43.365.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.220.000,00 40.855.000,00 | -43.365.000,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.355.000,00 38.022.500,00 | -42.332.500,00
[#] BBM )
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 2.025.000,00 1.012.500,00 1.012.500,00
[ -] Bahan Bakar Minyak 2.025.000,00 1.012.500,00 -1.012.500,00
BBM 150 Liter | Liter 13.500,00 | - 2.025.000,00 | 75 Liter Liter 13.500,00 | - 1.012.500,00 |  -1.012.500,00
Spesifikasi : Pertamax
[ #] Perjalanan Dinas Ke Padang s/d Sawahlunto )
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
[ -] Eselon lII/GOL IV 2.750.000,00 1.375.000,00 -1.375.000,00
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten
Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, 10 OH Orang / 275.000,00 | - 2.750.000,00 | 5 OH Orang / 275.000,00 | - 1.375.000,00 |  -1.375.000,00
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Hari Hari
Spesifikasi : Eselon lll/ Golongan IV
[ -] Eselon IV/GOL Il 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten
Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, 10 OH Orang / 250.000,00 | - 2.500.000,00 | 5 OH Orang / 250.000,00 | - 1.250.000,00 |  -1.250.000,00
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Hari Hari
Spesifikasi : Eselon 1V/ Golongan I
[ -] Gol II/P3K/NON ASN 2.250.000,00 1.125.000,00 -1.125.000,00
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten
Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, 10 OH Orang / 225.000,00 | - 2.250.000,00 | 5 OH Orang / 225.000,00 | - 1.125.000,00 |  -1.125.000,00
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Hari Hari
Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN
[ #] Perjalanan Dinas Luar Provinsi i
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 63.540.000,00 25.970.000,00 37.570.000,00
[ -] Biaya Transportasi Lokal Ke Bandara dan Sebaliknya 9.600.000,00 4.000.000,00 -5.600.000,00
biaya transport lokal 12 OH Hari 800.000,00 | - 9.600.000,00 | 5 OH Hari 800.000,00 | - 4.000.000,00 |  -5.600.000,00

Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya




Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah /
Relf((;?]?n Uraian Harga Harga (Berkurang)
9 Koefisien | Satuan (Rp) PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan (Rp) PPN | Jumlah (Rp) (Rp)
[ -] Penginapan DKI Jakarta 14.400.000,00 7.200.000,00 -7.200.000,00
Penginapan (Pejabat Ess I1l/Gol 1V) 18 OH Orang / 800.000,00 | - 14.400.000,00 | 9 OH Orang / 800.000,00 | - 7.200.000,00 |  -7.200.000,00
Spesifikasi : DKI Jakarta Hari Hari
[ -] Tiket Pesawat Padang-Jakarta PP 30.000.000,00 10.000.000,00 | -20.000.000,00
Tiket Pesawat untuk Juar daerah luar propinsi 12 OH pp 2.500.000,00 | - 30.000.000,00 | 4 OH pp 2.500.000,00 | - 10.000.000,00 | -20.000.000,00
Spesifikasi : Padang — Jakarta
[ -] Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta 9.540.000,00 4.770.000,00 -4.770.000,00
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 18 OH Orang / 530.000,00 | - 9.540.000,00 | 9 OH Orang / 530.000,00 | - 4.770.000,00 |  -4.770.000,00
Spesifikasi : DKI Jakarta Hari Hari
[ #] Perjalanan Dinas Ke Bandung
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 7:290.000,00 7.290.000,00 0,00
[-]- 7.290.000,00 7.290.000,00 0,00
biaya transport lokal . 10rang/ |,y 800.000,00 | - 800.000,00 | LOrang/ | 800.000,00 | - 800.000,00 0,00
Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya Hari Hari
Penginapan Pejabat Ess lIl/Gol IV 8 Orang/ | Orang/ 800.000,00 | - 2.400.000,00 | 3 Orang/ | Orang/ 800.000,00 | - 2.400.000,00 0,00
Spesifikasi : Jawa Barat Hari Hari Hari Hari
Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi 1 Orang/ 1 Orang/ )
Spesifikasi : Padang — Bandung Hari pp 2.800.000,00 | - 2.800.000,00 | /- pp 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00
Uang I'—|ar|§1.n Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 3 Orang / Orapg / 430.000,00 | - 1.290.000,00 3 Orang / Ora_ng / 430.000,00 | - 1.290.000,00 0.00
Spesifikasi : Jawa Barat Hari Hari Hari Hari
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.865.000,00 2.832.500,00 -1.032.500,00
[#]BBM )
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 2.025.000,00 1.012.500,00 1.012.500,00
[ -1 Bahan Bakar Minyak 2.025.000,00 1.012.500,00 -1.012.500,00
BBM = . 150 Liter | Liter 13.500,00 | - 2.025.000,00 | 75 Liter | Liter 13.500,00 | - 1.012.500,00 |  -1.012.500,00
Spesifikasi : Pertamax
[ #] Perjalanan Dinas Ke Kec. Koto XI Tarusan s/d Kec. Silaut )
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 1.840.000,00 1.820.000,00 20.000,00
[ -1Eselon II/GOL IV 840.000,00 560.000,00 -280.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 6 OH Orang / 140.000,00 | - 840.000,00 | 4 OH Orang / 140.000,00 | - 560.000,00 -280.000,00
Spesifikasi : Eselon lll/ Golongan IV Hari Hari
[ -] Eselon IVIGOL IlI 520.000,00 780.000,00 260.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 4 OH Orang / 130.000,00 | - 520.000,00 | 6 OH Orang / 130.000,00 | - 780.000,00 260.000,00
Spesifikasi : Eselon 1V/ Golongan I Hari Hari
[ -] Gol II/P3K/NON ASN 480.000,00 480.000,00 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Orang / ) Orang / )
Spesifikasi : Golongan I/PPPK/Non ASN 4 OH Hari 120.000,00 480.000,00 | 4 OH Hari 120.000,00 480.000,00 0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : | 103.509.684,00 Jumlah Anggaran Sug;eug(;g:]ap 60.144.684,00 | -43.365.000,00

Kab. Pesisir Selatan,.......

Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

WENDI, SH.M.Hum
NIP. 197604071998031005

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
HADI SUSILO, SSTP., MSi. 197705221997031001 Wakil Ketua Il
EMIRDA ZISWATI, SE., MM. 196511111990032006 Sekretaris |
ELIEN SUSI ANDRI, ST. 197707032005012003 Sekretaris Il




Hasil Evaluasi Mandiri SPBE 2025

Nama Form

Tahun
Deskripsi

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

K/L/D

Indeks SPBE
Predikat SPBE

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Domain Tata Kelola SPBE
Perencanaan Strategis SPBE
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penyelenggara SPBE

Domain Manajemen SPBE
Penerapan Manajemen SPBE
Pelaksanaan Audit TIK

Domain Layanan SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Rekap Tingkat Kematangan

: Pemantauan SPBE 2025
12025

Pemantauan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) tahun
2025 merupakan langkah krusial yang
dilakukan sebagai tindak lanjut dari
Evaluasi SPBE 2024. Kegiatan ini
menandai berakhirnya siklus SPBE,
yang akan bertransisi ke Indeks
Pembangunan Digital Indonesia (IPDI)
mulai tahun 2026. Fokus utama
pemantauan ini adalah memastikan
keberlanjutan dan peningkatan
kualitas implementasi SPBE di seluruh
instansi pemerintah, guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang lebih efektif, efisien, dan
transparan melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

: Pemerintah Kabupaten
: 4,725
: Memuaskan

14,8
14,5

: 3,64
: 3,88

ol U1 Ul

No. [Indikator Level
1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 5
Daerah
) Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi 5
Pusat/Pemerintah Daerah
3 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 5
4 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 5
5 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 5
6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi 5
Pusat/Pemerintah Daerah
7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 5
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
8 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 5
9 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 5
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi
10 . 5
Pusat/Pemerintah Daerah
11 |Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 5
12 |Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 5
13 |Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE 4
14 |Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 4
15 |Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 5
16 |Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 5
17 |Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 5
Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
18 . 5
Pusat/Pemerintah Daerah
19 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 5
Daerah
20 [Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE 5
21 |Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 5




No. [Indikator Level
22 |Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 3
23 [Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data 5
24 [Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK 5
25 [Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE 5
26 [Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan 2
27 |Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 2
28 [Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE 4
29 [Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE 3
30 [Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE 3
31 |Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE 3
32 [Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 5
33 |Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 5
34 [Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 5
35 |Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 5
36 [Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian 5
37 |Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis 5
38 [Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 5
39 |Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 5
40 |Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 5
41 [Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 5
42 |Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 5
43 |[Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 5
44 |Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 5
45 |Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 5
46 |Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 5
47 |Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 5




Judul Laporan

Nama Instansi

Tanggal Generate

Periode Masuk

Laporan Ringkas

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

2025-12-08

(2025-01-01) - (2025-12-31)

Pengelola Kabupaten Pesisir Selatan
. Tanggal |Waktu .
No. Tracking Laporan (Laporan |Klasifikasi Laporan ID Kategori Kategori Judul Laporan ID In_stans_l . |Instansi Terdisposisi Status Kecamatan Kelurahan
ID Terdisposisi Laporan
Masuk Masuk
Dinas Pemberdayaan
Peneaduan Tidak Berkadar Pelatihan Wali Nagari Dan Masyarakat dan Desa, Ditutup
1 (8668611 |21 Feb202422:17:17 5 992 Lainnya terkait Ekonomi dan Keuangan Perangkat Nagari Non Tunai |126680 Pengendalian Penduduk |oleh
Pengawasan . L
Dipadang dan KB Kabupaten Pesisir | Pelapor
Selatan
Pengaduan Tidak Berkadar Konfirmasi Atas Ditutup
2 8837221 |2 Apr2025|08:54:36 & 2809 Masalah Disiplin Profesi Ketidakpuasan Pelayanan 135813 Puskesmas Koto Baru oleh LENGAYANG Kambang
Pengawasan
Puskesmas Koto Baru Pelapor
Permohonan Pengadaan
. Tempat Pembuangan Sampah . Ditutup
3 18838096 |29 Mar 202]22:25:10 Pengaduan Tidak Berkadar 942 Pencemaran Lingkungan Dan Penjangkauan Layanan 126707 Kecamatan IV Nagari oleh
Pengawasan . Bayang Utara .
Pengangkutan Sampah Di Desa Sistem
Koto Ranah
Diarsipkan
4 8854776 |7 Apr2025|03:57:27 |Pengaduan Berkadar penipuan oleh IV JURAI
Pengawasan
Pelapor
. Jalan Rusak Di Dekat Jalan Dinas Pekerjaan Umum |Ditutup
5 |8861816 |9 Apr 2025|01:50:53 Pengaduan Tidak Berkadar 1397 Jalan Berlubang Lintas Padang-Bengkulu , 126664 dan Penataan Ruang oleh BASA AMPEK BALAI
Pengawasan L .. . TAPAN
Tapan, Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan |Sistem
Konfirmasi Terkait
. Pengurusan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan | Ditutup
Pengaduan Tidak Berkadar - . . . .
6 |8866236 |9 Apr2025|22:39:17 Pen N 963 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sip] Tempat Tinggal Atau Surat 126662 Catatan Sipil Kabupaten |oleh LENGAYANG Kambang
engawasa Keterangan Domisili Di Kantor Pesisir Selatan Sistem
Walinagari Kambang
. Kafe Meresahkan Masyarakat Ditutup
7 |8911731 |28 Apr202{11:04:10 |Pengaduan Tidak Berkadar g0, Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umun{Di Kampung Koto Tuo Nagari [126710 Kecamatan Batang Kapas | ) BATANG KAPAS |Iv Koto Hilie
Pengawasan . Kabupaten Pesisir Selatan| .
Iv Koto Hilie. Batang Kanas Sistem
. . Dinas Kependudukan dan | Ditutup
8 [8951621 |8 May 2025/19:40:37 Pengaduan Tidak Berkadar 963 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sip| Perlunya Per‘nngkatan 126662 Catatan Sipil Kabupaten |oleh LENGAYANG Lakitan Utara
Pengawasan Pelayanan Di Ukl Lengayang - .
Pesisir Selatan Sistem
Peneaduan Tidak Berkadar Dinas Pendidikan dan Ditutup
9 8968089 |15 May 202(10:26:01 P ng N 1382 Lainnya terkait Pendidikan Dasar dan Menengah{Biaya Pembangunan Sekolah [135796 Kebudayaan Kabupaten |oleh
engawasa Pesisir Selatan Sistem
. Pembayaran Biaya Ditutup
10 |8989545 (22 May 202(06:52:41 Pengaduan Tidak Berkadar 954 Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umun{Administrasi Saat Pengurusan [126717 Kecamatan Len'g‘.a\yang oleh LENGAYANG Kambang
Pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan | ..
Surat Pengantar Sistem
. . . . Dinas Komunikasi dan Ditutup
11 [8992457 |22 May 202]19:06:32  |Pengaduan Tidak Berkadar |, 59, Pengawasan Obat dan Makanan Iklan Aborsi llegal Di Website |, ¢ ¢y Informatika Kabupaten  |oleh
Pengawasan Pemerintah . .
Pesisir Selatan Sistem
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Tanggal

Waktu

No. Tracking Laporan |Laporan |Klasifikasi Laporan ID Kategori Kategori Judul Laporan I In_stans? . |Instansi Terdisposisi Status Kecamatan Kelurahan
ID Terdisposisi Laporan
Masuk Masuk
Badan Kepegawaian dan Ditutup
12 9013085 |3 Jun 2025 |13:32:21 Pengaduan Tidak Berkadar 887 Netralitas ASN Ketidak Adilan Administrasi 126677 Pengembangan Sumber oleh BASA AMPEK BALAI
Pengawasan Dalam Tes Pppk Tahun 2024 Daya Manusia Kabupaten Sistem TAPAN
Pesisir Selatan
Pengaduan Tidak Berkadar Pelaporan Kelulusan Peserta gzga:ﬁgsg::gfn:&;n Ditutup
13 (9141686 |7 ]Jul 2025 [21:40:06 § 1498 Lainnya terkait Kepegawaian Pppk 2024 Yang Belum 126677 8 g oleh
Pengawasan . Daya Manusia Kabupaten | .
Terdata Dapodik. . Sistem
Pesisir Selatan
Dinas Sosial,
. Korban Banjir Di Kampung Pemberdayaan Ditutup
14 (9176336 |14 ]ul 2025|18:39:21 Pengaduan Tidak Berkadar 1452 Kompensasi Lainnya Tanjung Duku Utara Kec Koto (128176 Perempuan dan oleh
Pengawasan X L . .
Xi Tarusan Kab. Pesisir Selatan Perlindungan Anak Sistem
Kabupaten Pesisir Selatan
. Dinas Pekerjaan Umum |Ditutup
15 9210471 |22 Jul 2025|10:52:25 |Pengaduan Tidak Berkadar | 54 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pembuatan jembatan 126664 dan Penataan Ruang oleh IV NAGARI
Pengawasan Permanen L. .
Kabupaten Pesisir Selatan |Sistem
Pengaduan Tidak Berkadar Dugaan Rem Blong Bus Damri Dinas Perhubungan Ditutup
16 |9654796 |14 Nov 202|12:02:29 & 940 Lainnya terkait Perhubungan 8 : 5 126660 ng oleh IV JURAI Painan
Pengawasan Trayek Painan Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Sistem
Dinas Sosial,
. Pemberdayaan Ditindakla .
17 |9683086 |20 Nov 202|06:22:40 |Fengaduan Tidak Berkadar |4, Bantuan Sosial Bpnt Dan Bkt Tidak Cair 128176 Perempuan dan njutioleh |SUTERA Amping
Pengawasan : . Parak
Perlindungan Anak Instansi
Kabupaten Pesisir Selatan
" Pengaduan Berkadar penyaluran bantuan pangan Diarsipkan |LINGGO SARI
18 (9775656 |3 Dec 2025|15:44:59 Pengawasan 1444 Bantuan Pangan Non Tunan (BPNT) beras bulog oleh Admin| BAGANTI
. Dinas Perikanan dan Ditindakla
19 [9775801 |4 Dec 2025 [13:01:03  |Pengaduan Tidak Berkadar |-, Bantuan Sosial Penyaluran Bantuan Pangan 1,647, Pangan Kabupaten Pesisir|njuti oleh | -C 00 SARD
Pengawasan Bulog BAGANTI

Selatan

Instansi

Page 2




BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/ 13§ /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan
pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan
terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola
Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2025;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6970);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk



10.

Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU 3 Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

Pembina, bertugas melakukan pembinaan, pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan
pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, serta

menetapkan :

1. sekretaris daerah sebagai Pengarah pengelolaan

pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;

. pimpinan perangkat daerah sebagai

Penanggungjawab pengelolaan pengaduan di

lingkungan perangkat daerah masing-masing;

. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan;

. sekretaris perangkat daerah dan kepala bagian

organisasi pada sekretariat daerah sebagai

Pejabat Penghubung; dan

. kepala bidang/bagian/inspektur pembantu atau

jabatan fungsional yang disetarakan pada
perangkat daerah dan kepala bagian pada

sekretariat daerah sebagai Pejabat Pelaksana.

b. Pengarah, bertanggungjawab kepada Pembina dan

mempunyai tugas :

1. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan



pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah; dan

2. membangun komitmen para pimpinan perangkat
daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut
penyelesaian pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah.

c. Penanggungjawab, bertanggungjawab kepada Pengarah
dan mempunyai tugas :
1. memimpin seluruh tahapan pengelolaan pengaduan

di lingkungan perangkat daerah; dan

2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat

daerah.

d. Pejabat Pengelola Pengaduan, bertanggungjawab kepada

Pembina melalui Pengarah dan mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait
pengelolaan pengaduan secara langsung atau tidak
langsung di lingkungan pemerintah daerah;

2. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang
mengelola pengaduan pelayanan publik melalui
SP4N;

3. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk
membantu dalam proses penerimaan, pencatatan,
verifikasi, dan distribusi pengaduan;

4. mendistribusikan  pengaduan kepada = Pejabat
Penghubung yang berwenang;

5. melakukan  pemantauan  kinerja  pengelolaan
pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;

6. melakukan evaluasi secara berkala mengenai
kemajuan pelaksanaan pelayanan pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah;

7. menyusun laporan kinerja pengelolaan pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah; dan

8. melakukan sosialisasi terkait pengelolaan pengaduan
kepada masyarakat.

e. Pejabat  Penghubung, bertanggungjawab  kepada

Penanggungjawab dan mempunyai tugas :



KETIGA

1. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau
jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak
lanjut penyelesaian pengaduan sesuai dengan
kewenangannya;

2. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk
membantu dalam proses penerimaan, pencatatan,
verifikasi, dan distribusi pengaduan;

3. meneruskan pengaduan kepada Pejabat Pelaksana
sesuai dengan kewenangannya,;

4. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan;

5. menyusun frequently asked question substansi
pengaduan dari seluruh UKE III atau jabatan
fungsional yang disetarakan;

6. menindaklanjuti pengaduan berdasarkan frequently
asked question;

7. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola
Pengaduan mengenai status penyelesaian pengaduan
dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat
penyelesaian; dan

8. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan
pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

f. Pejabat Pelaksana, bertanggungjawab kepada

Penanggungjawab dan mempunyai tugas :

1. menindaklanjuti pengaduan dengan cermat, cepat,
dan tuntas;

2. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan
substansi pengaduan;

3. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan
hingga penanganan pengaduan selesai; dan

4. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung
mengenai status penyelesaian pengaduan dan
langkah yang dilakukan wuntuk menyelesaikan

pengaduan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas

Komunikasi dan Informatika.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal i 4 Maret 2025




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 067/'% /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 4 MARET 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025

Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Layananan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(SP4AN-LAPOR!) Tahun 2025

1. | Bupati Pesisir Selatan Pembina

2. | Sekretaris Daerah Pengarah

3. |Kepala Dinas Komunikasi dan | Pejabat Pengelola Pengaduan

Informatika

4. | Sekretaris DPRD Penanggungjawab

5. | Inspektur Penanggungjawab

6. |Kepala Badan Perencanaan Penanggungjawab
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan

7. | Kepala Badan Pengelolaan Penanggungjawab
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

8. | Kepala Pelaksana Badan Penanggungjawab
Penanggulangan Bencana Daerah

9. | Kepala Badan Kepegawaian dan Penanggungjawab
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

10. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa Penanggungjawab
dan Politik

11. |Kepala Dinas Pendidikan dan Penanggungjawab
Kebudayaan

12. | Kepala Dinas Kesehatan Penanggungjawab




13. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penanggungjawab
dan Penataan Ruang

14. | Kepala Dinas Perumahan, Penanggungjawab
Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan  Lingkungan
Hidup

15. | Kepala Dinas Pertanian Penanggungjawab

16. | Kepala Dinas Perikanan dan Penanggungjawab
Pangan

17. | Kepala Dinas Sosial, Penanggungjawab
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

18. | Kepala Dinas Pemberdayaan Penanggungjawab
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk  dan
Keluarga Berencana

19. | Kepala Dinas Perhubungan Penanggungjawab

20. | Kepala Dinas Penanaman Modal Penanggungjawab
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

21. | Kepala Dinas Kependudukan dan Penanggungjawab
Pencatatan Sipil

22. | Kepala Dinas Pariwisata, Penanggungjawab
Kepemudaan dan Olahraga

23. | Kepala Dinas Perdagangan dan Penanggungjawab
Transmigrasi

24. | Kepala Satuan Polisi Pamong Penanggungjawab
Praja dan Pemadam Kebakaran

25. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Penanggungjawab
Kecil dan Menengah dan Tenaga
Kerja

26. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Penanggungjawab
Kearsipan

27. | Camat Koto XI Tarusan Penanggungjawab

28. | Camat Bayang Penanggungjawab

29. | Camat IV Nagari Bayang Utara Penanggungjawab




30. | Camat IV Jurai Penanggungjawab
31. | Camat Batang Kapas Penanggungjawab
32. | Camat Sutera Penanggungjawab
33. | Camat Lengayang Penanggungjawab
34. | Camat Ranah Pesisir Penanggungjawab
35. | Camat Linggo Sari Baganti Penanggungjawab
36. | Camat Airpura Penanggungjawab
37. | Camat Pancung Soal Penanggungjawab
38. | Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Penanggungjawab
39. | Camat Basa Ampek Balai Tapan Penanggungjawab
40. | Camat Lunang Penanggungjawab
41. | Camat Silaut Penanggungjawab
42. | Kepala Bagian Organisasi pada Pejabat Penghubung
Sekretariat Daerah
43. | Kepala Bagian Umum pada Pejabat Penghubung
Sekretariat DPRD
44. | Sekretaris Inspektorat Daerah Pejabat Penghubung
45. | Sekretaris Badan Perencanaan Pejabat Penghubung
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
46. | Sekretaris Badan Pengelolaan Pejabat Penghubung
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah
47. | Sekretaris Badan Penanggulangan Pejabat Penghubung

Bencana Daerah




48. | Sekretaris Badan Kepegawaian Pejabat Penghubung
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

49. | Sekretaris Badan Kesatuan Pejabat Penghubung
Bangsa dan Politik

50. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pejabat Penghubung
Kebudayaan

51. |Sekretaris Dinas Kesehatan Pejabat Penghubung

52. |Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pejabat Penghubung
dan Penataan Ruang

53. | Sekretaris Dinas Perumahan, Pejabat Penghubung
Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan  Lingkungan
Hidup

54. | Sekretaris Dinas Pertanian Pejabat Penghubung

55. | Sekretaris Dinas Perikanan dan Pejabat Penghubung
Pangan

56. | Sekretaris Dinas Sosial, Pejabat Penghubung
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

57. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Pejabat Penghubung
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

58. | Sekretaris Dinas Perhubungan Pejabat Penghubung

59. | Sekretaris Dinas Penanaman Pejabat Penghubung
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

60. | Sekretaris Dinas Kependudukan Pejabat Penghubung
dan Pencatatan Sipil

61. | Sekretaris Dinas Pariwisata, Pejabat Penghubung
Kepemudaan dan Olahraga

62. | Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pejabat Penghubung
Transmigrasi

63. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Pejabat Penghubung
Informatika

64. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Pejabat Penghubung

Praja dan Pemadam Kebakaran




65. | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Pejabat Penghubung
Kecil dan Menengah dan Tenaga
Kerja

66. | Sekretaris Dinas Perpustakaan Pejabat Penghubung
dan Kearsipan

67. | Sekretaris Kecamatan Koto XI Pejabat Penghubung
Tarusan

68. | Sekretaris Kecamatan Bayang Pejabat Penghubung

69. | Sekretaris Kecamatan IV Nagari Pejabat Penghubung
Bayang Utara

70. | Sekretaris Kecamatan IV Jurai Pejabat Penghubung

71. | Sekretaris Kecamatan Batang Pejabat Penghubung
Kapas

72. | Sekretaris Kecamatan Sutera Pejabat Penghubung

73. | Sekretaris Kecamatan Lengayang Pejabat Penghubung

74. | Sekretaris Kecamatan  Ranah Pejabat Penghubung
Pesisir

75. | Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Pejabat Penghubung
Baganti

76. | Sekretaris Kecamatan Airpura Pejabat Penghubung

77. | Sekretaris Kecamatan Pancung Pejabat Penghubung
Soal

78. | Sekretaris Kecamatan  Ranah Pejabat Penghubung
Ampek Hulu Tapan

79. | Sekretaris Kecamatan Basa Pejabat Penghubung
Ampek Balai Tapan

80. | Sekretaris Kecamatan Lunang Pejabat Penghubung

81. | Sekretaris Kecamatan Silaut Pejabat Penghubung

82. | Direktur Rumah Sakit Umum Pejabat Penghubung

Daerah Dr. M. Zein Painan




83.

Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Tapan

Pejabat Penghubung

84.

Kepala Bagian Umum pada
Sekretariat Daerah

Pejabat Pelaksana

85.

Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan pada
Sekretariat DPRD

Pejabat Pelaksana

86.

Inspektur Pembantu V pada
Inspektorat Daerah

Pejabat Pelaksana

87.

Kepala  Bidang  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada
Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Pejabat Pelaksana

88.

Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah

Pejabat Pelaksana

89.

Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Pejabat Pelaksana

90.

Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi dan Penilaian Kinerja
Aparatur Sipil Negara pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pejabat Pelaksana

91.

Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Pejabat Pelaksana

92.

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

Pejabat Pelaksana

93.

Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pejabat Pelaksana

94.

Kepala Bidang Cipta Karya pada
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Pejabat Pelaksana

95.

Kepala Bidang Penataan,
Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup pada
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Pejabat Pelaksana

96.

Kepala Bidang Penyuluhan
Pertanian pada Dinas Pertanian

Pejabat Pelaksana

97.

Kepala Bidang Pemberdayaan
Nelayan pada Dinas Perikanan
dan Pangan

Pejabat Pelaksana




98.

Kepala Bidang  Perlindungan,
Jaminan Sosial, dan Penanganan
Fakir Miskin pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pejabat Pelaksana

99.

Kepala Bidang Pemerintahan
Nagari pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk  dan
Keluarga Berencana

Pejabat Pelaksana

100.

Kepala Bidang Prasarana pada
Dinas Perhubungan

Pejabat Pelaksana

101.

ZULKARNAINI, S.Sos., M.M.
(Penata Perizinan Ahli Madya pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pejabat Pelaksana

102.

Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pejabat Pelaksana

103.

Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Pariwisata, Ekonomi
Kreatif, Pemuda dan Olahraga
pada Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga

Pejabat Pelaksana

104.

Kepala Bidang Perdagangan pada
Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi

Pejabat Pelaksana

105.

Kepala Bidang
Informatika pada
Komunikasi dan Informatika

Aplikasi
Dinas

Pejabat Pelaksana

106.

Kepala Bidang Ketertiban Umum,
Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

Pejabat Pelaksana

107.

Kepala Bidang Tenaga Kerja pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Tenaga Kerja

Pejabat Pelaksana

108.

Kepala Bidang Perpustakaan pada
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

Pejabat Pelaksana

109.

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Kecamatan
Koto XI Tarusan

Pejabat Pelaksana

110.

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Kecamatan
Bayang

Pejabat Pelaksana

111.

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Kecamatan IV
Nagari Bayang Utara

Pejabat Pelaksana

112.

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Kecamatan IV
Jurai

Pejabat Pelaksana




113. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Batang Kapas

114. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana

- | Kepegawaian pada Kecamatan

Sutera

115. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Lengayang

116. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Ranah Pesisir

117. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Linggo Sari Baganti

118. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Airpura

119. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Pancung Soal

120. | Kepala: Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan

121. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Basa Ampek Balai Tapan

122. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Lunang

123. | Kepala Sub Bagian Umum dan Pejabat Pelaksana
Kepegawaian pada Kecamatan
Silaut

124. | Kepala Bagian Tata Usaha pada Pejabat Pelaksana
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Zein Painan

125. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pejabat Pelaksana

pada Rumah Sakit Umum Daerah
Tapan
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SUB SKPD
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN

:2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
:2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKAS! INFORMATIKA

:1216.03.2.02 - i Lingkup intah Daerah

2.16.03.2.02.0018 - Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN
LAPORAN REALISASI PER SUB KEGIATAN
Periode: 04 Desember 2025

RENCANA REALISASI KEGIATAN REALISAS| KEGIATAN
No KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN ANGGARAN SPD TERBIT SISA PAGU ANGGARAN SISA ANGGARAN SPD TERBIT
KKPD. UP/GU U Ls KKPD UP/GU T Ls

1 51.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.089.684,00 Rp4.089.684,00 Rp0,00 Rp4.089.684,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.089.684,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
2 51.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.200.000,00 Rp5.200.000,00 Rp0,00 Rp5.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
3 51.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp100.000,00 Rp100.000,00 Rp0,00 Rp100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
a 51.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp9.900.000,00 Rp9.900.000,00 Rp0,00 Rp9.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5 51.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp38.022.500,00 Rp38.022.500,00 Rp0,00 Rp37.840.996,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.840.996,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp181.504,00 Rp181.504,00
6 51.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.832.500,00 Rp2.832.500,00 Rp0,00 Rp2.826.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.826.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.500,00 Rp6.500,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

TOTAL
Jumlah SISA REALISASI/ | KETERANGA
KEG N

5.1.02.01.01.0024 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 4.089.684,00

5.1.02.01.01.0026 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 5.200.000,00
5.1.02.01.01.0027 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp 100.000,00
5.1.02.01.01.0052 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 9.900.000,00
5.1.02.04.01.0001 |Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 38.022.500,00 | Rp 181.504 | Rp 37.840.996 SISA
5.1.02.04.01.0003 |Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 2.832.500,00 | Rp 6.500 | Rp 2.826.000 SISA

Jumlah:|Rp 60.144.684,00 | Rp 188.004 | Rp 59.956.680

Presentase
Realisasi

99,69%




